
WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

N`OMOR     3      TAH-U.N2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang       :   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  20  ayat  (2)
Peraturan   Pemerintah   Nomor   9   Thhun   2026   tentang
Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  dan  Gaji  Ketiga  Belas
Kepada  Aparatur  Negara,  Pensiunan,  Penerima  Pensiun,
dan  Penerima  Tunjangan  Tahun  2026  perlu  menetapkan
Peraturan Wall Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari  Raya  dan  Gaji  Ketiga  Belas  yang  Bersumber  dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Mengingat          :   1.     Pasal    18   ayat   (6)    Undang-Undang   Dasar   Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang   Nomor    27    Tahun    1959    tentang
Penetapan Undang-Undang Darulat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tin8kat 11
di  Kalimantan  (Lembaran  Negara Tahun  1953  No.  9),
Sebagai   Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Tahun
1959   Nomor 72, Tambahan    Lembaran Negara Nomor
1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1965 tentang
Pembenfuhan  Daerah  Tin8kat lr Tanah  Laut,  Daerah
TinBkat 11 Tapin dan Derah Tinedrat 11 Tabalong dengan



Menetapkan
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Merrgubalr   Undang--Undan.g   No.    27   Tadrun    1959,
tentang  ?enetapan   tjndang-.Undang  j5arurat  -N-o.   3
Tahun  1953,  tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
di Kalimantan  (Lembaran  Negara Tahun  1965  Nomor
51, Tambahan Lembaraife` Nega±:a _Ngmgf 2`75©);`

3.    Undang-Undang   Nomor   23    Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
I~nd-onesia    fafiun    20~14`    N-omor    244-,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagalmana   telah   beberapa   kali   diubah   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyeslraian    Pidana    {Lemharan    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Talnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153) ;

4.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2026  tentang
Pemberian Tunjangan Hard Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada    Aparatur    Negara,    Pensiunan,    Penerima
Pensiun,    dan   Penerima   Tunjangan   Tahun   2026

(I.emharan  N.egara  Bepublik  Indonesia  Tahun  202.6
Nomor   20,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 7162) ;

REMUTUSKAN:

PERATURAN  WALI  KOTA  TENTANG  TEKNIS  PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG

BERSUMBEB     PABI     ANGGARAN     PEN`DAPATAN     DAN

BELANJA DAERAII TAHUN 2026.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wall Kota ini yang dimaksud dengan:
1 :   Daerah adalah Kot`a Bali]apapan;
2.   Wali Kofa adalah wali Kota Balikyapan.
3.   Wakil Wali Kota adalah Walal Wali Kota Balikpapan.
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4-.   Pemerintal   Daerah   adalal   Wall   Kcta:   sebagal'   tmsur.   penyeleHggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

5.   Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disin8kat PNS adalah warga negara
I`_F±d©TF±es±a yang me.in_e~ngiufai±. sy?¥TatA te_Fie.F!`tuj a.±angka.i seba8a±i apaFaguF sip~i!.

negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduhi
jabatan pemerintahan.

6.   C~alon PN~S- adalal pegawal. yang baru ful-us tes sel-eksi. penen`maan cafon
PNS  tahap  pertama  dan  calon  PNS  belum  mengikuti  kewajiban  untuk
memenuhi syarat sebagal PNS dengan gaji 100°/o (seratus persen}.

7.   Pegawal Pemerintah  dengan  Perianjian Keq.a yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syar`at tertentu, yang
dian8kat berdasarkan pen.anjian kelja untuk jan8ha waktu tertentu dalam
ran8ka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan
pemerintalan.

8.   Pegawai   Pemerintah   dengan   Peljanjian   Kelja   Paruh   Waktu   yang
selanjutnya  disebut  PPPK  Paruh  WaJctu  adalah  pegawal  aparatur  sipil
negara yang diangkat berdasarkan pep.anjian  kelja dan diberikan  upah
sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerfutah.

9.   Dewan  Perwaldlan   Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD
adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagal
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah
dalam   memberikan   pelayanan   kepada   masyarakat  yang   mempunyai
fleksibilitas/ dalam p`ola pengelolapn  keuangan sehagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Direktur  BLUD  adalah  Direktur  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Beriman
Balilapapan yang berasal dari tenaga profesional.

12. Hari Raya adalah hard raya Idul Fitri.
13. Tambahan   Penchasilan   adalah   tambahan   pen9hasilan   pegawal  yang

diberikan kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah
.di luar gaji dan tunjangan jabatan,

14. Kelas  Jabatan  adalah  penentuan  dan  pengelompokan  tin8kat jabatan
berdasarhan nilai suatu jabatan.
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Pa[sal 2
`?emerintal  i)aeral  mem`berfi=an  tunjangan  fiari  Raya  dan/.atau  gaj.i  ketiga

belas  Tahun  2026  sebagal  wujud  pen8hargaan  atas  pengabdian  kepada
Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB 11

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAII KETIGA BELAS

Bagian KesatH
Umum

Pasal 3

(1)   Pemberian tunjangan Hari Raya dan/atin gaji ketiga belas sebagaimana
dimaksud dalam nasal 2 diberihan kepada:
a.   Wali Kota dan wakil wali Kota;
b,   pimpinan dan anggDfa DPRD;
c.    PNs dan calon PNS;
d.    PPPK;

e.    PPPK paruh waktu;
f.     Direktur BLUD; dan

9.   pegawai   nonaparatur   sipil  negara  pada  peran8kat  Daerah  yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

{2')   Tunjangan Hard Raya dan/atau gaji ketiga belas s`ebagalmana dimaksud
pada ayat (1} tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
a.   sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
b.   sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya

dibayar oleh instansi tempat penugasan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KedHa
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

(1)   Tunjangan Hari Raya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
a.   gaji pokok;
b.   tunjangan keluarga;
c.   tunj`angan pangan; dan.
d.   tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
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(2)   Tunjangan   Hari   Raya   bagi   pimpinan   dan   anggota   DPRD,   sebesar
akumulasi dari:
a.   uang representasi;
b.   tunjangan keluarga; dan
c.   tunjangan jabatan pimpinan dan anggofa DPRD,
ses]ra± den.gen ketemtuan. pera±tlfan. perundang-undangar yang men.gatur
hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

(3)   Tunjangan Hard Raya bagi PNS dan PPPK  terdiri atas:
a.   gaji pokok;
b.   tunjan.gan keluarga`;
c.   tunjangan pangan;
d.   tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e.   Tinbahan Pen9hasiran  sebesar yang diterima dal.am  I  (satu)' bul`an

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sesuai pan8kat, jabatan, perin8kat jabatan, atan Kelas Jabatannya.

(.4)   Tunjangan Hard Raya bagi Calon PNS terdiri atas:
a.   80% (de.lapan puluh persen) daLri gaji pckck PHS;
b.   tunjangan keluarga;
c.   tunjangan pangan;
d.   tunjangan umum; dan
e.   Tambahan Penchasilan sebesar yang diterima dalani  1  (satu)  bulan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sesua± paFT9kat, jabatan, periargkat jabafan, afatl Kelas Jabafarnrya.

(5j   Tunjangan Hari Raya baed PPPK PaLruh Waktu sebesar `beianj'a j`asa Pppk
Paruh   Waktu   yang   diterina   dalam   1   (bulan)   pada   masing-masing
Perangkat Daerah.

.(§)    Tu`~nJa±T2gae .Hdri Rays- bag!.;

a.     DirekturBLUD; dan
b.     pegawai  non  aparatur  sipil negara yang bertugas  pada unit keria

Peran8kat  Daerah  yang  menerapkan  pol-a  pengefolaan  keuangan
BLUD'

sebesar  tunjangan  Hari  Raya yang  diberikan  kepada  PNS  pada  BLUD
tersebut yang, pangkatr jabatan, perin8kat jabatan,, atau Kelas Jabatannya
§etar.a, dafi de`rigan ffierfup'e¥hatikafi ke`ffiaffipuafi keuaifigafi BIJUD.

(7)   Tunjangan  Hari  Raya  bagi  PPPK  dan  PPPK  Paruh  Walstu  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberikan dengan ketentuan:
a.   PPPK/PPPK  Paruh  Waktu  dengan  nasa kelja kurang dari  1  (satu)

tahun  diberilran  tunjangan  Hard  Raya  secara  proporsional  sesuai
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buha bckefr yang mengactl pada besaran prenghasilan I {satu} ha]ar
yang diterima; dan

b.   PPPK/PPPK  Paruh  Walctu  dengan  nasa  ken.a  kurang  dari  1  {satu)
bulan  kalender  sebelum  Hari  Raya  Taliun  2026,  tidak  diberikan
tu_njaaeL8an+an.~Hed.Raya`!-

(8)   Masa kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan:
a.   tanggal penetapan pengan9katan dalam Keputusan Wali Kota untuk

PPPK-; dan
b.   tanggal penandatanganan peljanjian kelja untuk PPPK Paruh Waktu.

(9)   Tambahan Pen8hasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan
ayat  (4)   huruf  e  tidak  termasuk  komponen  Tambahan  Pen8hasilan
berdasarkan pertimbangan obj.cktif lainnya.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

(1)   PPPK dengan nasa ken.a kurang dari  1  (satu)  bulan kalender sebelum
tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.

(2)   Ketentuan   mengenai   pemberian   tunjangan   Hari   Raya   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4  berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap
pemberian gaji ketiga belas.

BAB Ill

PEMBAYAEN

Pasal 6

(1)   Tunjangan  Hari  Raya  dibayarkan  paling  cepat  10  (sepuluh)  hari  ken.a
sebelum tanggal Hari Raya.

{2,)   Dalam  hal  tunjangan  Hari  Raya  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayal.kan setelah
tanggal Hari Raya.

(3)   Besaran  tunjangan  Hari  Raya yang dibayarkan sebagalmana  dimaksud
pada  ayat  (1}  didasarhan  pada  besaran  komponen  pen8hasilan  yang
dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.

(4)   Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
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(5)   Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat {4)  belum
dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni
Tahun 2026.

(6)   Besaran gaji ketiga belas sebagainana dimaksud pada ayat (4) didasarkan
pada besaran  komponen  penghasilan yang dibayarkan  pada bulan  Mei
Tchun 2026.

(.7)`   Dalam hal besaran komponen pen8hasilan sebagainana dimaksud pada
a.yat   (3)   dan   ayat   (6)   belum   dibayarkan   sebesar   penghasilan  yang
seharusnya   diterima   karena   berubahnya   penghasilan,   kepada  yang
bersan8]mtan  tetap  diberikan  selisih  kekurangan  tur|jangan  Hari  Raya
dan gaji ketiga belas.

Pasal 7
Proses  pembayaran  tunjangan  Hari  Raya  dan  gaji  ketiga  belas  dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)   Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal   2   tidak   dikenakan   potongan   iuran   dan/atau   potongan   lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Tunjangan Hard Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dikenakan pajak pen8hasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

pertm:darlg-imdangarr darl dfroggtrr|g pemerintah.

BAB IV

PENDANEN

Pasal 9
Pendanaan pemberian tunjangan Hard Raya dan gaji ketiga belas bersumber
dan' anggaran pendapatan dan beranj`a Daerah.
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B.AB. V

KERENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatarmya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di B.alilap,apan

pada tanggal  12  Maret  2026
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Thd.

RAE.IMAD MASUD

Diundan8kan di Balikpapan

pada tanggal  12  Maret  2026

H. SEKRETARIS DAERAI+ ROTA BALIKPAPEN,
Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR    3

Salinan sesuai dengan aslinya

`                                 .                    `1.-"                              `                1`1,


